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عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلاَهُمَا يَقُوْل سَمِعْتُهُ أُذُنَا يَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ ادَّعَى إَ لَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَا لْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.
Dari Abi Usman dari Sa’ad (bin Abi Waqqash) dan Abu Bakrah, keduanya masing-masing berkata: “Aku mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku menjaganya, (bahwa) Muhammad SAW, berkata: “Barangsiapa membangsakan diri kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga”. [footnoteRef:1] [1:  HR. Muslim (sahih Muslim hadits nomor 95)] 
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Yunita, Almaulana Winda. 2020, Status Anak Angkat (Adopsi) Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs. H. Fathullah, M.H.I (II) Irzak Yuliardy Nugroho, M.H.

Kata Kunci : Status, Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Positif.
Salah satu akibat hukum dari pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut. Sejarah mencatat bahwa anak angkat dan pengangkatan anak sudah dikenal sejak lama. Di dalam perundangan di Indonesia terdapat beberapa UU yang menjelaskan tentang pengangkatan anak tersebut, meskipun dari beberapa UU tersebut dari tahun ke tahun terdapat perbedaan dalam akibat hukum dan status anak angkatnya. Di dalam hukum Islam, anak angkat tidak menimbulkan akibat hukum tertentu karena di dalam hukum Islam anak angkat tidak sama dengan anak kandung dan secara otomatis dari segi nasab, perwalian dan waris anak angkat tetap kepada orang tua kandung.
Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif. Kemudian, apa status anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif.
Tujuan dilakukan penelitian ini, agar kita bisa mengetahui tata cara pengangkatan anak sesuai dengan prosedur dari hukum Islam maupun hukum positif, dan agar kita bisa membedakan status anak angkat menurut hukum Islam dan hukum positif.
Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara studi komparatif, yaitu membandingkan status anak angkat menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Library Research (kepustakaan), penulis akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, jurnal, laporan penelitian, makalah dan bahan pustaka lainnya yang akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, status anak angkat berdasarkan hukum Islam tidak sama seperti anak kandung, di dalam hukum Islam anak angkat dalam segi nasab, wali dan warisnya tetap kepada orang tua kandung. Sedangkan menurut hukum positif, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Hal ini disebabkan karena adanya pengakuan dari orang tua yang mengangkat anak tersebut. Dengan pengakuan maka anak angkat memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengangkatnya. Maka secara langsung perwalian dan hak waris anak angkat mengikuti orang tua angkatnya.
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Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, serta semoga sholawat dan salam-Nya selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan petunjuk-Nya dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Status Anak Angkat (Adopsi) Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.”
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan petunjuk kepada penulis, demi kesempurnaan berikutnya.
Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat:
1. Pemangku dan Pengasuh Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
2. Bapak Dr. Abd. Aziz, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
3. Bapak Drs. H. Fathullah. M.H.I dan Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan atau motivasi dan bimbingan dengan tekun dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tanpa banyak kendala.
4. Kepada keluarga khususnya kedua orang tua yang telah memberikan dukungan penuh dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan mudah.
5. Semua teman dan saudara yang telah banyak membantu tenaga dan fikiran dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan tidak ada kendala yang berarti.
6. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdo’a dengan ucapan “Jazakumullohu Khairan Jazaa”.
Dengan memanjatkan do’a dan memohon kepada Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan barokah dan manfaat kepada penulis khususnya para pembaca pada umumnya, Aaamiiin.
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Untuk melestarikan keberadaan manusia, maka Allah SWT mensyari’atkan perkawinan. Perkawinan bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu seksual secara legal, namun lebih dari itu. Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia selain untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, tujuan perkawinan juga untuk mempunyai seorang anak agar menyambung keturunan dan mewarisi harta peninggalan orang tua.
Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Allah SWT, di mana kadang kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang dapat dilakukan oleh mereka adalah mengangkat anak (adopsi).
Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut dalam hal kewarisan, perwalian, dan nasab. Oleh karena itu di dalam Islam hal ini di jelaskan dengan sangat rinci. 
Pengangkatan anak menurut hukum Islam di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 sebagai berikut:
مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِيْنِ فِيْ جَوْ فِيْهِ, وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّئِ تُظَهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَتِكُمْ, وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ, ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ , وَاللهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ  وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ.
Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalang rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.[footnoteRef:2] [2:  Al-Qur’an, 33: 5.] 


Menurut Tafsir At-Tabari yang dimaksud dengan menjadikan anak  angkat sebagai anak kandung adalah larangan dari Allah SWT, yang tidak menjadikan orang-orang yang mengakui anakmu padahal dia bukan anakmu. Anakmu itu hanya dakwaan belaka. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang menadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak.[footnoteRef:3] [3:  Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, Hukum Waris Islam (Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan), (Jakarta: PT. Buku Seru, 2015), hlm 77.] 

Islam membenarkan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan, dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan kemaslahatan anak tersebut.
Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah tabani, dan di jelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi tersebut adalah pemalsuan atas realitas konkret. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya oran lain bagi suatu keluarga menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Istri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian dengan putri, saudara perempuan, bibi dan seterusnya. Mereka semua adalah ajnabi (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-akuan”.[footnoteRef:4] [4:  Ibid,. Hlm 79.] 

Sedangkan, pengangkatan anak selama ini di Indonesia hanya di selenggarakan secara hukum adat dan hukum BW (Burgelijk Wetboek yang selanjutnya disingkat BW ). Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di Pengadilan Negeri, yang di sebut dengan adopsi. Adopsi dalam hukum perdata barat, menurut JT. Simorangkir adalah: “mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.[footnoteRef:5] [5:  M. Anshari MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 112.] 

Di dalam perundang-undangan di Indonesia juga dijelaskan tentang  ketentuan mengenai adopsi yang telah diatur dalam UU (Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU) RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 9 telah di jelaskan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.[footnoteRef:6] [6:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017.] 

Menyikapi kedua perspektif antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Pengangkatan Anak diatas merupakan hal yang harus lebih di perjelas lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan akibat hukum. Apalagi kita yang hidup di Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang harus mengikuti peraturan keduanya sebagai masyarakat Indonesia dan seseorang yang menganut agama Islam.
Dalam penelitian ini penulis menjelaskan secara rinci bagaimana status anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Meninjau bagaimana akibat hukumnya terhadap hubungan anak dan orang tua angkat, kewarisan, perwalian serta kedudukan anak angkat. Oleh karena itu penulis mengambil judul: “Status Anak Angkat (Adopsi) Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”.   
[bookmark: _Toc34566875][bookmark: _Toc52691281]Rumusan Masalah
Penelitian ini secara spesifik membahas subjek penelitian berdasarkan permasalahannya. Permasalahan yang fokus dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana cara pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum Islam dan hukum Positif ?
2. Bagaimana status anak angkat (adopsi) menurut hukum Islam dan hukum Positif ?
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan:
1. Untuk mengetahui cara pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum Islam dan hukum Positif.
2. Untuk mengetahui status anak angkat (adopsi)  menurut hukum Islam dan hukum Positif. 
[bookmark: _Toc34566877][bookmark: _Toc52691283]Manfaat Kajian
1. Secara Teoritis
Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang status anak angkat dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif dan untuk mencoba berusaha menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan oleh penulis dalam bentuk karya tulis.
2. Secara Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Fakultas Syari’ah untuk menambah khazanah perpustakaan dan referensi.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran-gambaran tentang status anak angkat pada mahasiswa Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan. 
[bookmark: _Toc52691284]Landasan Teori dan atau Telaah Pustaka
Dalam Islam pengangkatan anak disebut tabani. Secara terminologis tabani menurut wahbah Zuhaili adalah pengangkatan anak disebut (tabani) “pengambilan anak” yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jela nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, tabani seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak pada dirinya padahal seorang anak tersebut sudah punya nasab yang jelas kepada kedua orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dengan cara demikian jelas bukan nasabnya maka harus dibatalkan. Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut tabani. Pengangkatan anak ini pernah juga terjadi pada masa Rasulullah SAW. Menurut Mahmud Yunus dalam Kamus Bahasa Arab seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini istilah tabanni diartikan dengan “mengambil anak angkat”.[footnoteRef:7] [7:  Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 20.] 

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum positif yang berdasarkan dari UU, selain dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga ada didalam UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 47 ayat 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.[footnoteRef:8] [8:  Musthofa SY, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 17.] 

Penulis juga mencari landasan permasalahan dari berbagai bahan, baik dari sumber primer atau sekunder. Tujuan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan pembahasan. Oleh karena itu saya mengkaji beberapa literatur terkait dengan pembahasan mengenai status anak angkat (adopsi) menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif.
Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang pengangkatan anak (adopsi) yang dikaitkan dengan perlindungan anak. Penelitian tersebut misalnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Husnul Aulia dalam skripsinya yang berjudul “ Adopsi menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif).” Penulis menyimpulkan bahwa antara hukum Islam dan Undang-Undang tidak membenarkan orang tua angkat itu berbeda agama dengan anak angkat. Adapun perbedaan antara keduanya, bahwa hukum Islam tidak ada tata cara khusus untuk melakukan pengangkatan anak, yang terpenting adalah mengumumkannya kepada masyarakat banyak. Sedangkan dalam Undang-Undang pengangkatan anak pengangkatan anak diatur dalam suatu aturan tertentu.[footnoteRef:9] [9:  Husnul Aulia, Adopsi Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, skripsi, (Jakarta:Fakultas Syari’ah dan Hukum  UIN Syarif Hidayatullah, 2007).] 

Kemudian penelitian ini yang menyangkut pengangkatan anak adalah “Pengangkatan Anak dalam UU No.3 Tahun 2006 dan akibat hukumnya yang ditulis oleh Reyza Amalia. Penulis membahas prosedur pengangkatan anak sebelum dan sesudah UU No.3 Tahun 2006. Disini juga penulis menyimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2006 adanya perbedaan kewenangan, adopsi anak sebelum berlakunya UU Tahun 2006 merupakan kewenangan pengadilan negeri, sedangkan setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2006 adopsi anak bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan pengadilan agama. Adapun akibat hukum pengangkatan anak setelah berlakunya UU adalah tidak adanya akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya, tetapi masih mempunyai hubungan dengan orang tua kandungnya.[footnoteRef:10] [10:  Reyza Amelia, Pengangkatan Anak Dalam UU No.3 Tahun 2006 dan Akibat Hukumnya, skripsi, (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2007).] 

Dalam pemaparan penulis diatas, menunjukkan bahwa tidak ada pengulangan atau plagiat dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Status Anak Angkat (Adopsi) Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.”
[bookmark: _Toc34566879][bookmark: _Toc52691285]Metodologi Kajian
Metode kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc34566880][bookmark: _Toc52691286]Pendekatan dan Jenis Penelitian
a. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara studi komparatif. Studi komparatif adalah penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain.
b. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang mendasarkan analisa pada sumber-sumber berbentuk buku-buku pustaka, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya yang masih relevan.

[bookmark: _Toc34566881][bookmark: _Toc52691287]Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan penjelasan mengenai buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yakni:
1) Al-Qur’an
2) Hadits-hadits
3) UU Perlindungan Anak sebagai sumber hukum
4) Kompilasi Hukum Islam
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:
1) Buku-buku penunjang
2) Artikel
3) Majalah
4) Jurnal 
[bookmark: _Toc34566882][bookmark: _Toc52691288]Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa (Danial A.R, 2009:80). Penelitian yang dilakukannya dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. 
[bookmark: _Toc34566883][bookmark: _Toc52691289]Analisis Data
Yang dimaksud analisis data ialah kegiatan menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan dengan pembahasan status anak angkat menurut hukum islam dan hukum positif, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang persoalan tersebut. Dalam hal ini penulis berusaha mengkaji landasan hukum islam maupun hukum positif guna dalam menjelaskan persoalan di atas.
Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif komparatif yaitu metode pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan membanding dua pendapat yang berbeda. Di sini dua perspektif yang berbeda mengenai Status Anak Angkat (Adopsi) yaitu menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hal ini menganalisa data dengan menggunakan Al-Qur’an, Hadits, buku-buku dan karya-karya ilmiah. Metode ini digunakan untuk memperoleh hasil temu dari dua perspektif yang berbeda tersebut. 
[bookmark: _Toc34566884][bookmark: _Toc52691290]Sistematika Pembahasan
Sistem pembahasan penelitian yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang secara terinci sebagai berikut:
1. Bab I, bab ini memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, bab ini akan menjelaskan tentang cara pengangkatan anak menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif.
3. Bab III, bab ini akan dipaparkan penjelasan secara terperinci mengenai status anak angkat menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif, dan juga terdapat analisis perbandingan tentang status anak angkat menurut tinjauan hukum Islam dan hukum Positif.
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4. Bab IV,  yaitu penutup yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan ini  yang meliputi kesimpulan dan saran bahwa penelitian ini masih memerlukan tindak  lanjut dan akan terus berkembang sesuai kebutuhan jaman.
1



[bookmark: _Toc34566885][bookmark: _Toc52691291]BAB II
PEMBAHASAN
1. [bookmark: _Toc52691292]Pengertian  Anak Angkat dan Pengangkatan Anak
1. [bookmark: _Toc52691293]Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam
Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI) anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. (Pasal 171 huruf h KHI).
Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabanni yang berarti “mengambil anak angkat”.
Secara etimologis tabanni yaitu “mengambil anak”. Istilah tabanni yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah adopsi.
Secara terminologis tabanni menurut Wahbah Zuhaili adalah pengangkatan anak (tabanni), pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di-nasab-kan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, tabanni adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-nasab-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur me-nasab-kan seorang anak kepaa orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.
Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh A. Aziz Dahlan, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, Cuma ia diberlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.[footnoteRef:11] [11:  A. Aziz Dahlan (et.al). Ensilopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)] 

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnyaatau bagi pasangan suami istri yang tidak di karuniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Perbuatan hukum pengangkatan anak seprti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan asas Hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 dan ayat 32, QS. Al-Insan ayat 8, bahkan perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam Islam.
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى , وَلاَ تَعَاوَنُوْعَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
Artinya: “Dan bertolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu bertolong-,menolong dalam maksiat dan permusuhan”.[footnoteRef:12]  [12:  Al-Qur’an 5:2] 


وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.
Artinya: “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”.[footnoteRef:13] [13:  Al-Qur’an 5:32] 

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا.
Artinya: “Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan”.[footnoteRef:14] [14:  Al-Qur’an 76:8] 


Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dengan berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh Islam dan bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan firman Allah QS. Al-Ahzab, ayat 4, 5 dan 21.
مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِيْنِ فِيْ جَوْ فِيْهِ, وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّئِ تُظَهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَتِكُمْ, وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ, ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ , وَاللهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ  وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ.(4) اُدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَاللهِ, فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَا لِيْكُمْ, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ, وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.(5)

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang lurus. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Penganmpun lagi Maha Penyayang”.[footnoteRef:15] [15:  Al-Qur’an, 33:4 dan 5] 


[bookmark: _Toc52691294]Pengertian Anak Angkat Dan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya  berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 butir 9 UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).[footnoteRef:16] [16:  Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2016), hlm 4.] 

Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di Pengadilan Negeri, yang disebut dengan adopsi. Adopsi dalam hukum perdata barat, menurut JT. Simorangkir adalah: “mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.
Dr. Soerjono Soekanto, SH, mengatakan: “Adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbul hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah”.[footnoteRef:17] [17:  Soerjono Soekanto, Instisari Hukum Keluarga, (Bandung: Alumni, 1973), hlm 52.] 

Menurut Arif Gosita, pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersamadan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan”.[footnoteRef:18] [18:  Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer), cet ke-3, hlm 47.] 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, adopsi adalah pengambilan seorang anak yang bukan keturunan dua orang suami istri untuk dipelihara dan diperlakuakn oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.[footnoteRef:19] [19:  Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: PT. Sumur Bandung, 1991) hlm 37.] 

Dalam pengertian pengangkatan anak yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan anak dengan orang tua biologis , putus sama sekali  dan status anak angkat tersebut sama dengan anak kandung. 
Di dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat 9 telah dijelaskan, “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. 
Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).  
Sebagaimana berdasarkan pengertian diatas dalam mengadopsi seorang anak harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan putusan pengadilan serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
Pada dasarnya pengertian pengangkatan anak (adopsi) dapat dikategorikan menjadi dua:
a. Adoptio Plena, artinya adopsi dimana hubungan antara anak dan orang tua biologisnya putus sama sekali.
b. Adoptio Minus Plena, artinya hubungan antara anak dan orang tua tidak putus sama sekali, dengan perkataan lain, hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya hanyalah hubungan pemeliharaan dan pendidikan saja.[footnoteRef:20] [20:  Ema Sofwan Syukrie, Pengaturan Adopsi Internasional, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992) hlm. 2] 

[bookmark: _Toc52691295]Tata Cara Pengangkatan Anak
1. [bookmark: _Toc52691296]Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam
Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fiqh, adalah dengan dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut bisa mandiri di masa mendatang, dan tidak kenal yang namanya perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkatnya. Ia tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya. Sehingga tidak ada larangan kawin dan saling mewarisi. Apabila pengangkatan anak diiringi dengan perpindahan nasab anak dari ayah kandung ke ayah angkatnya, maka konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya ada larangan kawin, sehingga apabila anak tersebut ingin menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah ayah angkatnya.[footnoteRef:21] [21:    Fahruddin Ali Sabri, Adopsi (Sebuah Tawaran Hukum Islam Menuju Kebaikan Masa Depan Anak). Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, (Online), Tahun 2011. http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/309/300, diakses 12 Juli 2020).] 

Di dalam hukum Islam ini tidak ada cara-cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak. Dalam hukum Islam yang terpenting adalah pemberitahuan kepada masyarakat banyak perihal pengangkatan anak yang telah dilakukan, dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam mengenai pengangkatan anak tersebut. Ketentuannya sebagai berikut:
a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.
d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
[bookmark: _Toc52691297] Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif
Tata cara pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak dibagi menjadi tiga yaitu, pengangkatan anak secara langsung, pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.[footnoteRef:22] [22:  Djaja S. Meliala, Op. Cit,. hlm 206-211.] 

Pasal 22 :
a. Pengangkatan Anak Secara Langsung
1) COTA (Calon Orang Tua Angkat) mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA (Calon Anak Angkat) dan COTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 21 ayat (1);
2) Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi Kab/kota untuk melakukan Penilaian kelayakan COTA;
3) Permohonan pengangkatan diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
4) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;
5) Kepala Instansi Sosial propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
6) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
7) Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
b. Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.
Pasal 27:
a. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak:
1) COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administrasif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 26 ayat (1);
2) Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
3) Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
4) Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
5) COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;
6) Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
7) Kepala Instansi Sosial Propinsi mebahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/ dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;
8) Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
9) Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
10) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial; dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;
11) Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
Pasal 34:
a. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
1) COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1);
2) Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
3) Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara diberikan kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
4) Penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
5) Bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
6) COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup;
7) Kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
8) Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
9) Diterbitkannya surat rekomendasi dari Tim PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;
10) Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan surat izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan;
11) Apabila permohonan pengangkatan anak yang ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/wali yang sah/kerabat atau menetapkan pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
12) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial;dan
13) Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
b. Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.
Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.
Pelaksanaan pengajuan permohonan anak antar WNI, merupakan kewenangan 2 (dua) peradilan yaitu peradilan agama dan peradilan umum atau peradilan negeri. Kewenangan tersebut diberikan UU didasarkan pada pasal 49 UU No.3 tahun 2006 yang menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shadaqah, dan
i. Ekonomi syari’ah.
Pada penjelasan pasal 49 huruf (a) antara lain menyatakan: “Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syari’ah” pada angka 20 menyatakan: “Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. Kewenangan PA (Pengadilan Agama yang selanjutnya disingkat PA) sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka 20 UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tersebut telah menegaskan secara resmi menjadi kewenangan absolute PA. Dikatakan resmi karena jauh sebelum UU NO.3 tahun 2006 disahkan dalam praktik di beberapa daerah PA telah melaksanakannya, kendati secara formal belum menjadi kewenangan.[footnoteRef:23] [23:  Muntasir Syukri, Pengangkatan Anak Pada Pengadilan Agama (Kompetensi Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2006). Artikel, (Online), 2011. https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/10/06, diakses 04 Juli 2020. ] 
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1. [bookmark: _Toc52691299]Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam
Berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan 37, jelas bahwa Islam melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam segala hal. Islam dengan tegas melarang perbuatan itu karena:
a. Mengangkat anak adalah suatu kebohongan di hadapan Allah SWT dan di hadapan manusia dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya sebagaimana kasih sayang yang timbul di kalangan ayah, ibu dan keluarga yang sebenarnya.
b. Mengangkat anak sering dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Misalnya, seorang laki-laki mengangkat anak yang  akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya. Dengan demikian berarti orang itu tidak memberikan bagian dari hartanya kepada saudara-saudaranya, dan ahli waris yang lain, yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah. Hal inilah yang menyebabkan perbuatan itu dilarang.
c. Mengangkat anak dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung, kadang-kadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi keluarga ayah angkat. Bila ayah angkatnya meninggal, maka keluarganya bertugas memberi nafkah kepadanya. Hal ini menyebabkan perlimpahan tugas-tugas mereka yang pada akhirnya menyebabkan yang halal menjadi haram dan sebaliknya.
Salah satu tujuan atau sasaran hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Tidak ada suatu perkarapun yang disyari’atkan oleh Islam melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah, melainkan terkandung maslahat yang hakiki. Maslahat ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara kemaslahatan beragama, memelihara jiwa, memelihara akal memelihara keturunan, dan memelihara harta benda dan kehormatan. Dalam hal pemeliharaan keturunan, Islam sangat menjaga kemurnian nasab seseorang. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa pengangkatan anak (adopsi) diharamkan dalam Islam.
Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai sebagai pewaris dari anak angkatnya.
c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak angkatnya.
e. Hubungan kehartabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hendaknya untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
f. Pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.[footnoteRef:24] [24:  Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), cet.ke-4, hlm 16] 

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang memelihara anak orang lain terlebih lagi anak anak tersebut yatim maka akan mendapat ganjaran surga:
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كا فل اليتيم او لغيره انا و هو كها تين في الحتة واشا رمالك بالسبا بة والوسطى  (رواه مسلم)
Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, Pengasuh anak yatim, anaknya sendiri, ataupun anak orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga kelak.” Malik RA memperagakan jari telunjuk dan jari tengahnya.” (Riwayat Muslim).
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Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia syarat-syarat pengangkatan anak dibagi menjadi dua sebagai berikut:[footnoteRef:25] [25:  Djaja S. Meliala, Op.cit, hlm 6-8.] 

a. Syarat calon anak angkat
Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan:
1) Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan 
c) Berada dalam asuhan atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
d) Memerlukan perlindungan khusus
2) Usia anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
b) Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
c) Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c, menjelaskan:
Huruf b: yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” sperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.
Huruf c: yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak yang dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
b. Syarat calon orang tua angkat
Pasal 13 PP no. 54 Tahun 2007, menentukan:
Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
1) Sehat jasmani dan rohani
2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
3) Beragama sama dengan calon anak angkat.
4) Berkelakuan baik dam tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan.
5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13) Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.
Peraturan Menteri Sosial (Pasal 28) No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan, menentukan:
1) COTA (Calon Orang Tua Angkat yang selanjutnya disingkat COTA) dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
2) Jarak waktu pengangkatan anak yang ke dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.
Selain dari syarat-syarat tersebut, orang tua angkat juga harus melaksanakan satu kewajiban yang akan dilakukan setelah mengangkat anak. Sebagaimana yang tercantum pada UU No.23 tahun 2002 pasal 40 ayat 1 dan 2:
Ayat 1:
Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
Ayat 2:
Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.[footnoteRef:26] [26:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017)] 

 Sesuai dengan pasal tersebut maka orang tua angkat tidak boleh menutupi identitas anak.
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1. [bookmark: _Toc52691302]Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam
Pada zaman jahiliyah, jika seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya dan nasab kepada orang tua kandungnya terputus, bahkan anak angkat mendapatkan hak waris. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak merubah status atau kedudukan seorang anak terhadap beberapa hal:
1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi tetap menjadi ahli waris orang tua kandung, demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.
3. Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya (panggilan anak-anak angkat) secara langsung sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.[footnoteRef:27] [27:  M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, (Jakarta: AKAPRESS, 1991) cet ke-2, hlm 18.] 

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada firman Allah SWT, dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Asbabun nuzul ayat tersebut untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan adat istiadat dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab Jahiliyah.[footnoteRef:28]  [28:  M. Budiarto, Op.cit, hlm 17.] 

Pada ayat ini juga mencakup tentang, haramnya menasabkan anak angkat. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini sejak permulaan. Ini karena pada masa jahiliyah, biasa seseorang mengambil anak angkat dan dia jadikan anak angkat itu laksana anak kandungnya sendiri. Manusia memanggilnya dengan sebutan namanya, mewarisi laksana anak kandungnya sendiri. Maka Allah menurunkan ayat ini, dan menghapuskan sistem anak angkat semisal diatas.[footnoteRef:29] [29:   Imad Zaki Al-Barudi, Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim li An-Nisa’ (terjemah), (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2005) cet ke-2, hlm 608 ] 

Dari rumusan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Islam melarang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Oleh karena itu untuk memperkuat bahwa anak kandung tidak sama dengan anak angkat, Nabi dibolehkan menikahi bekas istri anak angkatnya (Zainab binti Jahsy). Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 37:
وَاِدْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَ تُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَااللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ, وَاللهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَهُ, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا, زَوَّجْنَكَهَا لِكَيْ لايَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجُ فِيْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ, وَكَانَ اَمْرُاللهِ مَفْعُوْلاً(37)

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk (mengawini) istri-istri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” [footnoteRef:30] [30:  Al-Qur’an, 33:37.] 


Selain itu ada hal lain mengapa Nabi memilih Zainab bin Jahsy sebagai istri anak angkatnya. Beliau ingin menghapus perbedaan antara berbagai kelas dan meniadakan pengkotakan yang terjadi dikalangan orang-orang Arab antara kaum atas dan hamba sahaya, antara miskin dan kaya. Oleh karena itu, Nabi memilih sepupunya untuk menjadi model bagi perempuan-perempuan Arab dimana Zainab binti Jahsy adalah perempuan dari golongan terhormat dan mulia sedangkan Zaid bin Haritsah adalah seorang hamba sahaya.
Rumusan ayat berikutnya dari surat Al-Ahzab ayat 40 menyatakan bahwa tidak dibenarkan anak angkat dipanggil menurut nama bapak angkatnya:
مَا كَانَ مُحَمَّدُ  اَبَااَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَتَمَ النّبِيِّنَ, وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (40)
Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para Nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”[footnoteRef:31] [31:  Al-Qur’an, 33:40.] 


 Dan ada beberapa hadits yang melarang tentang hal ini, diantaranya:
عن ابي ذر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من ردعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر ومن ادعى قو ما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار (رواه البخارى)
Artinya: “Dari Abu Dzar ra, ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: “Seorang yang mengatakan mengaku keturunan selain ayahnya, padahal ia tahu (dia bukan ayah kandungnya) maka orang itu kafir. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa ia keturunan suatu kaum menurut hubungan keturunan mereka, maka hendaklah mereka menempati tempatnya di neraka.”[footnoteRef:32] [32:  HR. Al-Bukari 3508 dan Muslim 61 dari hadits Abu Dzar.] 


Berdasarkan surat Al-Ahzab dan hadits diatas dapat diketahui bahwa:
1. Prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara anak dan mensejahterakannya. Dalam kasus Zaid bin Haritsah, Nabi SAW, memeliharanya sekaligus membebaskannya dari perbudakan dan menjadikannya hidup layak sebagaimana manusia merdeka. Sedangkan tujuan lainnya adalah ingin menolong sesama manusia.
2. Dengan tidak diperbolehkan menisbatkan ayah kepada anak angkat, mengandung arti bahwa pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan keluarga dan menjaga asal-usul seseorang.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Seperti diketahui, Islam sangat mementingkan hubungan nasab. Oleh karena itu status anak tidak dapat menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris. Karena antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah orang laindan tidak ada hubungan nasab. Meskipun antara anak angkat dengan orang tua angkat ada jalinan kasih sayang yang kuat seperti layaknya dengan orang tua kandung, tetapi mereka tetap saja tidak ada hubungan darah. Karena hubungan darah tidak akan pernah terputus antara orang tua kandung dengan anaknya. Oleh karena itu, antara anak adopsi dan hak waris tidak ada hubungan sama sekali. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.
Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam perniakahan dan masalah waris, anak angkat tersebut tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya.
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Anak angkat atau anak adopsi dalam hukum positif mempunyai status atau kedudukan hukum tersendiri. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukan anak angkat dapat ditemui dalam beberapa peraturan di antaranya:
1. Staatsblad 1917, bab II pasal 7 (2) menyatakan bahwa anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:
Dalam adopsi terhadap seorang keluarga, sah atau di luar perkawinan, maka orang yang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahiran.

2. Undang-undang No.4 tahun 1979 pasal 12 ayat 1 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut “Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.
3. Buku I titel 12 Pasal 227 NBW (Nieuw Burgelijk Wetboek), menyatakan: Adopsi terjadi karena putusan pengadilan atas permintaan (permohonan) pasangan yang hendak mengangkat anak. Kemudian pada pasal 229 NBW menyatakan bahwa , dengan pengangkatan anak, maka anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sah dari orang tua angkatnya dan pengangkatan anak memutuskan hubungan hukum kekeluargaan antara anak yang bersangkutan dengan keluarga sedarahnya.
4. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:
Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan anak pada pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung, apanila hukum si anak baik hukum agama maupun hukum adat berlaku seperti itu. Tetapi didalam NBW menyatakan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan sah dari orang tua angkatnya. Hal ini karena hukum positif mengakui adanya pengakuan anak luar kawin. Dengan pengakuan anak luar kawin, maka anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya. Dengan hubungan perdata tersebut dalam masalah kewarisan dan kewalian anak luar kawin maka ia memiliki hubungan waris dan wali dengan orang tua yang mengakuinya.
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1. [bookmark: _Toc52691305]Akibat Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam
Menurut hukum Islam, pengangkatan anak pada prinsipnya bersifat pengasuhan, dengan tujuan agar anak tidak terlantar dan menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Berikut adalah akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam:
a. Nasab
Secara etimologis nasab berasal dari bahasa Arab “an-nasab” yang berarti keturunan, kerabat, memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. Sedangkan secara terminologis, terma nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah keatas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman dan lain-lain).[footnoteRef:33] [33:  Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Op. Cit,. hlm: 175] 

Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Rasulullah SAW, bersabda: “Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga...” (HR. Abu Dawud, an-Nasa’i, al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Sebaliknya, anak juga diharamkan me nasab-kan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW, bersabda: “Siapa saja yang me-nasab-kan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa’d bin Abi Waqqas).
Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal:[footnoteRef:34] [34:  Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Op. Cit., hlm 179] 



1) Melalui perkawinan yang sah
Ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah di-nasab-kan kepada suami wanita tersebut.
2) Melalui perkawinan yang fasid
Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan atau sebagian. Seperti tidak ada wali (bagi madzhab Hambali wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak adanya saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.
3) Nasab anak dari hubungan senggama syubhat.
[bookmark: _Toc34566889]Dalam konteks hubungan senggama secara syubhat, maka yang dimaksud dengan senggama syubhat (wath’i al-syubhat) adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama syubhat bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya, seorang pria sebelumnya tidak dikenalnya, pada malam pengantin ia menemukan seorang wanita di kamarnya lalu disenggamainya, akan tetapi terbukti kemudian bahwa wanita itu bukan istri yang telah dinikahinya.
Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan nasab. Maka secara hukum anak angkat dapat dinikahi oleh orang tua angkatnya atau kepada anggota keluarganya yang lain, karena dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah bekas istri anak kandung, bukan bekas istri anak angkat.
b. Perwalian
Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif dari kata dasar, waliya, wilayah atau walayah. Kata wilayah atau walayah mempunyai makna etimologis lebih dari satu, diantaranya dengan makna, pertolongan, cinta, (mahabbah), kekuasaan atau kemampuan (al-sulthah) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.
Ulama fiqh menyatakan bahwa orang-orang yang harus berada di bawah perwalian adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum. Mereka itu adalah:[footnoteRef:35] [35:  Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Op.Cit., hlm 159] 

1) Anak kecil, maka walinya adalah ayah dan wasi-nya (orang yang beri wasiat oleh ayahnya untuk menjadi wali anaknya), kakek dan wasi-nya, hakim dan wasi-nya;
2) Orang gila atau dungu, walinya adalah ayah atau kakek atau wasi mereka. Apabila seseorang pada mulanyatidak gila/ dungu kemudian ia gila atau menjadi dungu, sehingga kecakapan bertindak hukumnya hilang, maka yang berhak menjadi walinya, menurut Ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i adalah walinya sebelum ia baligh, yaitu ayah, kakek atau wasi mereka. Akan tetapi, ulama Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali mengatakan bahwa wali yang telah baligh, berakal dan cerdas lalu tiba-tiba menjadi gila dan dungu, adalah hakim; tidak kembali kepada ayah, kakek atau wasi-nya, karena hak perwalian mereka telah gugur setelah baligh, berakal dan cerdasnya anak itu;
3) Orang bodoh, walinya menurut kesepakatan ahli fiqh adalah hakim, karena penentuan seseorang berada di bawah pengampuan berada di tangannya.
Dari penjelasan diatas bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori perwalian diatas. Di dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak memutus hubungan perwalian antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat oleh orang lain. Dalam hukum Islam bahwa nasab anak mengikuti orang tua kandungnya. Sehingga apabila pengangkatan anak terhadap anak perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya.


c. Waris
Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewarisi dengan orang tua angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Dalam situs internet Pengadilan Agama Bondowoso, dalam hal waris pengangkatan anak secara sistem hukum Islam berdampak pada:[footnoteRef:36] [36:  Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, Op. Cit., hlm 82] 

1) Orang tua angkat harus mendidik dan memelihara anak angkat sebaik-baiknya;
2) Anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat sehingga dia tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Demikian juga, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkatnya (QS. Al-Ahzab 33: 4-5);
3) Anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Demikian juga, orang tua angkat boleh mendapat harta dari anak angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 harta warisan (Pasal 209 KHI);
4) Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;
5) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi pengahalang bagi seseorang untuk menerima warisan; atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.[footnoteRef:37] [37:  Andi Syamsu Alam dan  M. Fauzan, Op. Cit., 79] 

Kemudian dalam hukum waris dijelaskan bahwa untuk mendapatkan waris harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah harus ada hubungan darah dan kekerabatan. Sedangkan sebagaimana kita ketahui pengangkatan anak (adopsi) adalah mengambil anak orang alain yang kemudian dijadikan anak sendiri. Sedangkan untuk memiliki hubungan darah itu harus melalui sebuah perkawinan yang sah. Seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara suami dan istri, barulah anak tersebut memiliki hubungan darah dengan orang tuanya dan ia juga mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Akan tetapi, berbeda dengan pengangkatan anak (adopsi), karena anak angkat adalah anak orang lain yang diambil sebagai anak, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Anak tersebut tidak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan waris dari orang tua kandungnya. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT:
اَانَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَتُهُمْ, وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَجِرِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَفْعَلُوْا اِلَى اَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوْفَا, كَانَ ذَلِكَ فِى الْكِتَبِ مَسْطُوْرًا (6)
Artinya: “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (segama). Demikianlah telah tertulis dalam kitab (Allah)”.[footnoteRef:38] [38:  Al-Qur’an, 33:6.] 


Maka dengan demikian pada prinsipnya pengangkatan anak dalam Islam tidak menimbulkan akibat hukum dalam hal:
a. Hubungan darah, di mana nasab si anak tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.
b. Hubungan kewalian, di mana orang tua angkat tidak bisa menjadi wali dari anak angkatnya.
c. Hubungan kewarisan dengan orang tua angkat, karena yang berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dan anak angkat tetap saling mewarisi dengan orang tua kandungnya bukan dengan orang tua angkatnya. Hubungan hukum yang bisa terjalin antara anak angkat dengan orang tua angkat hanya dalam hibah atau wasiat.
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 Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa anak angkat memiliki kedudukan tersendiri, maka ia juga memiliki akibat hukum tersendiri. Hal ini dapat dilihat pada beberapa peraturan yang telah disebutkan diatas, antara lain:
a. Nasab (Hubungan Darah)
1) Di dalam Staatsblad 1917:129, Bab II pasal 7 ayat 2 yang menyamakan antara anak kandung dengan anak angkat, berimplikasi pada persamaan hak dan kewajiban antara anak kandung dengan anak angkat, antara lain:
a) Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat.
b) Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat.
c) Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat.
d) Karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran.
2) Di dalam KHI pasal 171 (h) yang menyatakan bahwa kedudukan anak angkat hanya sebagai yang dipelihara dan dirawat oleh orang tua angkat. Dengan demikian menurut KHI pengangkatan anak tidak memberikan akibat hukum apapun bagi anak angkat dan orang tua angkat. Hubungan antara keduanya hanya sebatas hubungan pemeliharaan.[footnoteRef:39] [39:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Indonesia: Graha Media Press, 2014), hlm 382.] 

3) Kemudian dalam UU No.35 tahun 2014 pasal 39 ayat 2 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah, hal ini mengisyaratkan bahwa pengangkatan anak tidak memiliki akibat hukum apapun. Dan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat hanya sebatas hubungan pemeliharaan saja.
Dari penguraian diatas terdapat perbedaan antara Statsblad dan UU yang berlaku saat ini. Peraturan perundang-undangan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia sejak sebelum perang kemerdekaan hingga sekarang ini masih banyak terdapat kekurangan, akan tetapi seiring tahun ke tahun peraturan-peraturan tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
b. Perwalian
Dalam hal perwalian antara anak angkat dengan orang tua angkat menurut hukum positif dapat dilihat dalam UU No.35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 
Bertitik tolak dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab terhadap perwalian anak angkatnya, termasuk perwalian terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu, apabila anak angkat telah dewasa, maka orang tua angkat wajib memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya tersebut.
Pasal 33 UU No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:[footnoteRef:40] [40:  H. Andi Syamsu Alam, Op. Cit., hlm 224] 

a. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
b. Untuk menjadi wali anak yang berada di bawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan.
c. Wali yang ditunjuk sebagai wali seseorang anak, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
d. Untuk kepentingan anak, wali tersebut, wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
e. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam amupun luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan. Balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan, bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurus anak harta tersebut harus mendapat penetapan pengadilan.
Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalah gunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebaga wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
c. Waris
Peraturan tentang hukum mewaris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yang terdiri dari:
1) Peraturan waris menurut hukum adat di Indonesia yang berlaku pada masing-masing daerah masyarakat adat.
2) Peraturan waris dalam Hukum Perdata menurut peraturan dalam BW (Burgelijk Wetboek).
3) Sistem hukum Islam menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat.
Sebelumnya sudah dijelaskan dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129 Pasal 11-14 bahwa akibat hukum pengangkatan anak terhadap orang tua angkat dan orang tua kandung, yaitu dengan terjadinya pengangkatan anak, maka orang tua yang mengangkatnya baik suami istri atau janda / duda yang secara huku dianggap sebagai orang tua angkat, setelah terjadinya perbuatan pengangkatan anak tersebut menggantikan kedudukan orang tua kandung.
Oleh karenanya perbuatan pengangkatan anak akan merubah status anak tersebut, dari yang semula anak dari orang tua kandung menjadi anak dari orang tua angkatnya.
Pengangkatan anak juga berakibat terhadap harta benda peninggalan, dimana berubahnya status anak angkat menjadi anak dari orang tua angkat membawa konsekuensi yuridis terhadap peninggalan, artinya dengan pengangkatan anak mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan begitu pula sebaliknya. Anak berhak mendapat bagian harta warisan karena kedudukan mereka yang juga sama seperti anak kandung, dan anak angkat juga berhak mewarisi keluarga sedarah yang lahir dari orang tua angkatnya. Di dalam pasal 12 Staatsblad 1917 No.129 ditentukan bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak kandung dari perkawinan orang tua angkatnya. Hal ini berarti juga adanya persamaan hak waris anak antara anak kandung dan anak angkat.
Ketentuan mengenai sebab seseorang dapat mewaris menurut hukum yang waris KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah karena adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Di dalam pasal 832 KUHPerdata ditentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah , baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Menurut sistem hukum waris KUHPerdata terdapat 4 golongan ahli waris:[footnoteRef:41] [41:  Ghina Kartika Ardiyati, Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Indonesia, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, (Online),2014.http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59171/Ghina%20Kartika.pdf?sequence=, diakses 8 Juli 2020).] 

1) Ahli waris Golongan I:
a) Ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/Bab ke II mulai dari pasal 862 KUH Perdata. Termasuka di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah (J Satrio, 1992:102).
b) Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak (J Satrio, 1992:107).
2) Ahli Waris Golongan II; Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini diatur dalam pasal 854-857 KUH Perdata.
3) Ahli Waris Golongan III; Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut pasal 853 KUH Perdata, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah keatas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus keatas dari garis ayah maupun dari garis ibu (Simanjuntak, 1992:259).
4) Ahli Waris Golongang IV; Menurut pasal 858 ayat 1 KUH Peradat, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (Simanjuntak, 1992:258).
Menurut ketentuan hukum waris sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata, seseorang dapat mewaris karena adanya hubungan perkawinan dan pertalian darah. Sementara anak angkat dalam hal ini tidak memiliki hubungan keduanya dengan orang tua angkat. Akan tetapi dikarenakan di dalam pasal 12 Staatsblad tahun 1917 No.129 telah diatur bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dari perkawinan orang tua angkatnya. Maka dalam hal pewarisan, anak angkat akan memiliki hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.
Dalam sistem pewarisan menurut KUH Perdata, anak angkat secara tidak langsung akan menempati posisi pada golongan pertama diantara keempat penggolongan ahli waris. Karena anak angkat telah menjadi bagian dari keturunan orang tua angkat dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkat. Sehingga besar bagian warisan yang akan diperoleh anak adopsi akan sama besar bagian yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkat. Dengan adanya pewarisan yang terjadi diantara orang tua angkat kepada anak angkat, maka menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak angkat tersebut. Yakni anak angkat memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orang tua angkatnya, karena dia selaku ahli waris dari orang tua angkatnya.
Sementara itu, mengenai hak mewaris antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri adalah anak angkat tidak mewaris dari orang tua kandungnya dan begitu sebaliknya. Karena status anak angkat tersebut telah berubah menjadi anak dari orang tua angkat. Sehingga terputus hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian karena anak angkat bukan merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri , maka anak angkat tersebut tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orang tua kandungnya tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (2) poin c dan d UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, anak angkat memperoleh pembiayaan hidup dari orang tua angkatnya dan memperoleh hak anak lainnya. Memperoleh hak anak lainnya ini berarti anak angkat juga memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya.
Berbeda menurut KHI  pasal 209 ayat 1 dan 2 berbunyi:
a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
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Adopsi atau pengangkatan anak adalah menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mendapatkan aksih sayang layaknya anak kandung, akan tetapi anak tersebut tidak mendapatkan kedudukan seperti anak kandung.
Dalam penelitian ini penulis telah menjelaskan tentang status pengangkatan anak menurut hukum Islam dan juga menurut hukum Positif. Status pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum Positif terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal-hal tertentu, seperti keduanya mensyaratkan bagi calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Hal ini menggambarkan bahwa kedua hukum tersebut menginginkan yang terbaik bagi calon anak angkat. Karena jika ia tinggal bersama orng tua angkat yang seagama maka kebebasan anak tersebut dalam menjalankan agamanya tidak akan terganggu, bahkan ia akan mendapatkan bimbingan dari orang tua angkatnya dalam menjalankan agamanya. Lain halnya jika calon orang tua angkat tidak seagama dengan calon anak angkat, dikhawatirkan kebebasan bagi anak tersebut dalam menjalankan ibadah menurut agamanya akan terganggu. Selain itu dikhawatirkan anak tersebut akan dipaksa mengikuti agama orang tua angkatnya yang berbeda tersebut. Oleh karena itu disyaratkan bagi orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat adalah untuk mencegah pemaksaan dalam beragama.
Selain itu keduanya juga menganggap pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini karena keduanya menganggap bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah. Karena hubungan darah adalah hubungan yang diciptakan oleh Allah, dan hubungan ini tidak akan putus oleh apapun, terlebih lagi hanya dengan pengangkatan anak. Dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua angkat sebesar apapun kepada anak angkatnya, tidak sebesar kasih sayang orang tua kandung terhadap anak kandungnya.
Keduanya juga mewajibkan bagi orang tua angkat untuk tidak menyembunyikan identitas orang tua kandung dari anak yang diangkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah. Namun, jika orang tua angkat menyembunyikan identitas orang tua kandung dari anak yang diangkat, maka ia telah berusaha memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan ini hal yang sang dibenci Allah SWT.
Selain memiliki beberapa persamaan antara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif, keduanya juga memiliki beberapa perbedaan.
Islam sangat mementingkan hubungan darah, karena suatu hubungan darah menentukan status seseorang di dalam keluarganya. Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Hal ini tidak disukai Allah. Akan tetapi karena tujuan pengangkatan ini adalah untuk menolong sesama, dan di dalam Islam sangat dianjurkan saling tolong menolong, maka pengangkatan anak tersebut dibenarkan jika hanya dalam sebatas merawat, memberikan pendidikan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas.
Oleh karena itu status anak angkat dalam hukum Islam jelas tidak sama dengan anak kandung, walaupun mendapatkan kasih sayang yang sama dengan anak kandung. Karena hubungan orang tua angkat dengan anak angkat pada dasarnya tidak ada. Dan pengangkatan anak ini mengada-adakan yang sebenarnya tidak ada. Maka meskipun kasih sayang orang tua angkat terhadap anak angkat sama besar dengan anak kandung bahkan mungkin lebih besar, hubungan keduanya tetaplah orang lain, karena hubungan darah tidak dapat diubah, yang telah ditetapkan Allah tidak dapat diubah oleh apapun.
Kemudian status anak angkat dalam hukum positif, di dalam UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun tidak ditegaskan secara jelas akan tetapi undang-undang ini menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah. Jika di perhatikan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Hal ini disebabkan karena adanya pengakuan dari orang tua yang mengangkat anak tersebut. Dengan pengakuan maka anak angkat memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengangkatnya.
Dalam hukum Islam tidak ada cara-cara terntu untuk melakukan pengangkatan anak. Mengenai hal ini menurut Islam yang terpenting adalah memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peristiwa pengangkatan anak. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, jika suatu saat orang tua angkat meninggal dunia dan si anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, tanpa sebelumnya ia mengetahui bahwa ia adalah anak angkat. Dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat mengenai pengangkatan anak tersebut maka anak tersebut bisa mengetahui tentang hal itu dengan mudah.
Sedangkan menurut hukum positif, tata cara pengangkatan anak dilakukan sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 yang telah penulis paparkan sebelumnya. Oleh karena itu hukum positif memiliki aturan tersendiri yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan anak.
Kemudian mengenai masalah kewarisan Islam. Dalam masalah kewarisan suatu hubungan darah dan hubungan kekerabatan sangat penting. Karena hubungan darah dan hubungan kekerabatan sangat menentukan seorang ahli waris mendapatkan harta warisan atau tidak. Selain itu hubungan darah dan hubungan kekerabatan juga menentukan besar kecilnya bagian harta warisan seorang ahli waris. Sedangkan pengangkatan anak menjadikan orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan menjadi satu keluarga. Di dalam hukum Islam meskipun dengan pengangkatan anak seseorang yang awalnya orang lain menjadi keluarga, hal ini tidak menjadikan ia seorang ahli waris. Karena hanya orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Dan seseorang yang telah diangkat menjadi anak angkat adalah tetap orang lain meskipun orang tua yang mengangkat telah menganggap anak itu seperti anak kandungnya. Jika orang tua angkat ingin memberikan anak angkat tersebut bagian dari harta warisannya, maka ia boleh memberikannya dalam bentuk wasiat wajibah ataupun hibah yang batas maksimalnya 1/3 dari harta warisan.
Menurut hukum positif, anak angkat sama dengan anak kandung. Karena pengangkatan anak menajadikan anak angkat memiliki hubungan perdata dengan orang tua angkatnya, dan anak angkat berhak mendapatkan harta warisan tersebut. 
Masalah kewalian dalam Islam, dalam hukum Islam orang yang memiliki hubungan darahlah yang berhak menjadi wali, khususnya dalam wali nikah. Sedangkan orang tua angkat adalah orang lain bagi anak yang diangkatnya dan orang lain tidak berhak menjadi wali. Maka jika anak angkat menikah khususnya anak yang perempuan, yang berhak menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, namun jika orang tua kandungnya tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia, yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Jadi orang tua angkat tetap tidak berhak menjadi wali meskipun orang tua kandung si anak tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia, karena ia adalah orang lain meskipun ia memiliki ikatan kasih sayang dengan si anak angkat akibat dari pengangkatan anak.
Dalam masalah kewalian hukum positif, orang tua angkat berhak dan bertanggung jawab terhadap perwalian anak angkatnya. Dan secara langsung perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.
Jadi, dalam pemaparan penulis diatas, dari persamaan dan perbedaan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif tersebut, penulis dapat menyimpulkan sebagai umat yang bergama Islam kita harus mematuhi apa yang telah diperintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Dan kita juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam mengenai pengangkatan anak tersebut, penulis sependapat dengan status anak angkat dalam hukum Islam yang tidak memutus pertalian darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat, karena anak angkat bukan merupakan kepemilikan secara mutlak, akan tetapi merupakan kepedulian seseorang yang bertindak sebagai wali untuk memperlakukan dengan layak, mendidik dan membina serta memelihara dengan penuh kasih sayang demi ingin mengangkat harkat dan martabat status anak dimasa depannya, dan tetapi tidak melupakan dan tetap menghormati orang tua kandungnya sendiri dan didalam Islam pun masih terdapat toleransi dalam segi waris meskipun di dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan hak waris tetapi masih bisa mendapatkan wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 dari harta waris. 
Tetapi tidak lupa selain kita sebagai seseorang yang beragama Islam kita juga hidup di dalam negara Indonesia yang juga mempunyai aturan-aturan yang berlaku, maka dari itu di Indonesia pelaksanaan pengajuan permohonan anak merupakan kewenangan dua peradilan yaitu peradilan agama dan peradilan negeri. Jadi, jika kita ingin mengajukan permohonan anak yang sesuai dengan ajaran Islam kita bisa mengajukan ke Peradilan Agama.
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Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya:
1. Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam
a. Menurut Hukum Islam
Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Di dalam hukum Islam tidak ada cara-cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak. Dalam hukum Islam yang terpenting adalah pemberitahuan kepada masyarakat banyak perihal pengangkatan anak yang telah dilakukan, dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam mengenai pengangkatan anak tersebut. 
b. Menurut Hukum Positif 
Pengangkatan anak menurut hukum positif adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Tata cara pengangkatan anak dilakukan sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, tata cara pengangkatan anak tersebut dibagi menjadi 3:
1) Pengangkatan Anak Secara Langsung (dapat dilihat dalam pasal 22).
2) Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak (dapat dilihat dalam pasal 27).
3) Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (dapat dilihat dalam pasal 34.
2. Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
a. Menurut Hukum Islam
Mengenai status anak angkat dalam hukum islam bahwa, anak angkat dapat dibenarkan dalam pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akan tetapi dalam segi nasab, perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tersebut tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya.
c. Menurut Hukum Positif
Status anak angkat dalam hukum positif, di dalam UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun tidak ditegaskan secara jelas akan tetapi undang-undang ini menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah. Jika di perhatikan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Hal ini disebabkan karena adanya pengakuan dari orang tua yang mengangkat anak tersebut. Dengan pengakuan maka anak angkat memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengangkatnya. Maka secara langsung perwalian dan hak waris anak angkat mengikuti orang tua angkatnya.
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Dari kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Hendaknya kita sebagai umat yang beragama Islam jika ingin mengangkat anak kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
2. Hendaknya bagi orang yang mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai di Pengadilan Negeri jika beragama non-Muslim dan di Pengadilan Agama untuk orang yang beragama Islam, agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.
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